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Salah satu kegiatan sehari-hari yang paling sering ditemui adalah jual 
beli. Agar praktik jual beli dapat dikatakan benar yaitu sesuai ketentuan yang 
berlaku dan tidak masuk dalam kategori batil, maka setidaknya praktik jual beli 
harus memenuhi beberapa unsur dan salah satu unsur yang paling penting 
adalah proses transaksi itu didasari dengan rasa kerelaan dan suka sama suka. 
Permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ialah praktik potongan 
harga jual emas pula dapat dijelaskan bahwa praktik pemotongan harga emas 
pada saat penjualan kembali hanya ditentukan berdasarkan salah satu pihak saja 
yaitu pemilik toko, sedangkan pihak penjual hanya dapat menerima saja tanpa 
bisa menolak, kalaupun penjual menolak dan ingin menjual emasnya di toko 
lain, maka hal yang akan ditanggung penjual ialah pemotongan harga tersebut 
lebih besar dan hal ini menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi penjual. 
Oleh sebab itu dalam hal ini terindikasi/adanya unsur paksaan dan 
keterpaksaan. Karenanya, setiap transaksi yang didasari paksaan maka akan 
menghilangkan salah satu rukun atau syarat sahnya jual beli yaitu kerelaan.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik 
potongan harga jual emas pada toko emas di pasar Sekincau Kabupaten 
Lampung Barat?. Dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang potongan 
harga jual emas pada toko emas di pasar Sekincau Kabupaten Lampung Barat?  
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 
menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat bersifat deskriptif serta 
menggunakan metode berfikir metode berfikir induktif. Yaitu suatu metode 
berfikir induktif ini adalah fakta-fatkta yang sifatnya khusus atau 
peristiwaperistiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik 
generalisasi yang bersifat umum.  
Hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap praktik potongan harga 
jual emas di pasar Sekincau Kecamatan Sekincau adalah bahwa praktik 
potongan harga emas telah melalui tahapan-tahapan, setidaknya untuk 
terjadinya praktik pemotongan harga emas tersebut telah terjadi dua kali 
transaksi jual beli. Proses pemotongan harga tersebut dapat diuraikan sebagai 
berikut: pembeli emas (masyarakat setempat) melakukan transaksi jual beli 
emas dengan pemilik toko emas dengan harga yang normal. Setelah transaksi 
itu terjadi dan setelah pembayaran uang serta penyerahan surat/nota maka 
perpindahan hak kepemilikan emas tersebut terjadi, yaitu dari pihak pemilik 
toko ke pihak pembeli emas (masyarakat). Dan kerena satu dan lain hal, 
pemilik emas harus menjual kembali emas yang pernah dibeli kepada pemilik 
toko. Akan tetapi sebelum emas tersebut dijual kembali, maka pemilik toko 
akan menimbang kembali emas tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah 
hal-hal yang tidak diinginkan seperti berkurangnya berat emas pada saat 
pembelian (susut). Setelah emas tersebut telah ditimbang kembali dan diketahui 
secara jelas beratnya, barulah pemilik toko menentukan pemotongan harga. 
Dan praktik pemotongan harga jual di pasar Sekincau Kecamatan Sekincau 
Kabupaten Lampung Barat hukumnya adalah boleh dan sah. Dalam pernyataan 
ini penulis berargumen dengan beberapa alasan karena faktor naik dan turunnya 
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Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil 
keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 
1. Konsonan 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf 
Latin dapat dilihat pada halaman berikut: 
 









































































































Ya Y Ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 
diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka 




Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda  Nama  Huruf latin  Nama  
 
َا
 Fath{ah A A 
 
ِا
 Kasrah I I 
 
ُا
D{ammah U U 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf latin Nama 
ْا   Fath}ah dan ya  َا
 
Ai   A dan I 
ْا   Fath}ah dan  َا
wau 
Au  A dan U 
 
Contoh: 
َـا  ْـا  َا        kaifa :  َا   haula :  َا  ْا
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harkat dan Huruf 
 
Nama  Huruf dan tanda  Nama  










َِا  ى  
 




i dan garis di 
atas 
 















   : ma>ta 
 ى
َا
 <rama : رَا 
َـا  ْـا   
ِا





 yamu>tu :  َا ـ 
4. Ta marbu>t}ah 
Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang 
hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu 












ِا  ـ  
َا



























5. Syaddah (Tasydi>d) 
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydi>d (  َّا   ), dalam transliterasi ini dilambangkan 











ّـا    <najjai>na :  َا 




  : al-h}aqq 




  : al-h}ajj 
 
َا
 ّا ِا ـ
ُا
  : nu‚ima 
ٌّو  ُـا  aduwwun‘ :  َا 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh 
huruf kasrah ( ِا ىّا    ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>). 
Contoh: 
 (Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly‘ :  َا ـِا ىٌّو 
َـا  ِا ىُّق   (Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby‘ :  َا 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
huruf   (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: 
 

















   : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 
ُا
   َـا
ْا




   : al-falsafah 
ُا   ـَا
ِا




   : al-bila>du 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya 
berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila 
hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 
Arab ia berupa alif. Contohnya: 
َا  ُـا ْا   ُا 
َا
   : ta’muru>na 








  : al-nau’ 
ٌء   syai’un :  َا  ْا
 
ُا
ا ْـا  umirtu :   ِا 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istil ah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, 
istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, 
istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari 
pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan 
bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 
Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), Sunnah, khusus dan umum. 
Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  Contoh: 
 
Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
Al-‘Iba>ra>t bi ‘umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab 
9. Lafz} al-Jala>lah (هللا) 
Kata ‚Allah‛yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransli-













      billa>h   
Adapun ta marbu>t }ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-





َـا    ْـا ْـا ِا  hum fi> rah}matilla>h  ُا 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All 
Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan 
tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa 
Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 
menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf 
pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada 
awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan 
huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal 
 
dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 
ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan 
DR).  Contoh: 
Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 
Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 
S̀yahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 
Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 
Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 
Al-Gaza>li> 








A. Penegasan Judul  
Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di dalam 
membahas skripsi ini, maka secara singkat terlebih dahulu 
penulis akan menguraikan maksud dari skripsi ini. Dan judul 
skripsi ini adalah “Potongan Harga Jual Emas Menurut 
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Emas Pasar 
Sekincau Desa Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten 
Lampung Barat)”. Untuk mengetahui pokok pembahasan yang 
terkandung di dalam judul tersebut, perlu penulis memberikan 
penjelasan sebagai berikut:  
Potongan ialah ada pengurangan tentang harga barang.
1
 
Harga ialah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan 
uang.
2
 Jual ialah tukar sesuatu dengan uang.
3
 Emas ialah logam 
mulia berwarna kuning yang ditempa dan dibentuk, biasanya 
dibuat perhiasan seperti cincin, kalung.
4
 Hukum Islam adalah 
seperangkat peratutan berdasarkan tingkah laku manusia yang 
dibebani hukum dan yang diakui dan diyakini masyarakat untuk 
semua hal bagi yang beragama Islam.
5
 Menurut Beni Ahmad 
Saebani, hukum Islam adalah seperangkat landasan hukum suatu 
perbuatan baik berhubungan dengan perintah, larangan maupun 
                                                 
1 Pusat Bahasa Departeman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h. 891. 
2 Ibid, h. 388. 
3 Ibid, h. 477. 
4 Ibid, h. 295. 
5 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid I (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 
2001), h. 1 
2 
pilihan-pilihan yang ditetapkan oleh Allah swt dan Rasulullah 
saw.1 
Berdasarkan penegasan judul di atas secara keseluruhan 
dapat disimpulkan bahwa yang penulis teliti dalam penulisan 
skripsi ini adalah bagaimana hukum praktik pemotongan harga 
jual emas ditinjau dari kaca mata hukum Islam atau fikih 
muamalat. Dan dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan 
terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa 
istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini merupakan 
proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan 
dibahas. 
 
B. Alasan Memilih Judul  
Adapun hal-hal yang mendorong penulis untuk 
membahas judul skripsi ini adalah sebagai berikut:  
1. Alasan objektif, di masyarakat yang menjadi objek penelitian, 
agar timbulnya kejelasan mengenai pemotongan harga emas 
yang akan atau telah dijual ke toko emas. 
2. Alasan subjektif, agar penulis mendapatkan gelar di fakultas 
Syari'ah. Dan sejauh yang penulis ketahui, permasalahan ini 
belum pernah dibahas dalam judul skripsi, khususnya di 





                                                 




C. Latar Belakang Masalah  
Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang 
lain untuk berinteraksi, karena pada dasarnya manusia tidak 
dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Manusia yang 
hidup di dunia ini dituntut atau dipaksa oleh kebutuhan-
kebutuhan guna melengkapi panggilan hidupnya, untuk 
melakukan semua itu mereka melakukannya dengan berbagi 
cara. Di antaranya dengan bercocok tanam, bekerja sebagai 
pegawai negeri, pedagang, nelayan dan sebagainya. Dari semua 
kegiatan usaha tersebut di antaranya juga meliputi jual beli.
1
 
Suatu yang dilakukan oleh seorang pelaku bisnis pada 
umumnya tidak ingin mengalami kerugian, jadi dapat dipahami 
bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang sifatnya mencari 
keuntungan.
2
 Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan 
usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara 
khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana 
seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan agar 
mendapatkan berkah dan ridha Allah swt di dunia dan akhirat.
3
 
Allah swt telah menghalalkan jual beli, dan dalam jual 
beli harus dengan cara yang benar tidak melakukan jual beli 
dengan cara yang batil, sebagaimana firman Allah swt yang 
berbunyi sebagai berikut:  
                                                 
1 Shalah Ash-Shawi dan Abdulah Al-Muslih, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam 
(Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 25. 
2 Indriyono Gito Sudarmo, Pengantar Bisnis (Yogyakarta: BPEE, 2003), h. 3.  
3 http://zulkhulafair.blogspot.co.id, Published: Januari 2013, diakses pada 













ْ أ َ ٱتَُكوَن تَِجََٰرةً َعو تََراٖض ّنِيُكۡمۚۡ َوََل َتۡقُتلُٓوا  ّللذ
  ٢٩ََكَن بُِكۡم رَِحيٗها 
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian 
memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan 
cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang 
kalian saling ridha. Dan janganlah kamu membunuh 
dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 




Agar praktik jual beli dapat dikatakan benar yaitu sesuai 
ketentuan yang berlaku dan tidak masuk dalam kategori batil, 
maka setidaknya praktik jual beli harus memenuhi beberapa 
unsur yang antara lain adalah: 
1. Suka sama suka (‘an tarâḍin). 
2. Tidak adanya paksaan (ikhtiyâr). 
3. Tidak diperbolehkannya penipuan dan ketidakjelasan (garar). 
4. Bernilai secara syarak.2 
 
Pada hakikatnya substansi jual beli adalah suatu 
perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai 
nilai sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu 
                                                 
1 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya 
(Bandung: Diponogoro, 2000), h. 65. 
2 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2012), h. 152. 
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menyerahkan benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai 
dengan ketentuan atau perjanjian yang telah dibenarkan syarak 
dan telah disepakati. Ijab dan kabul atau apa saja yang dikenal 
dalam adat kebiasaan di masyarakat sebagai serah terima 




Permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat 
ialah praktik potongan harga jual emas pula dapat dijelaskan 
bahwa praktik pemotongan harga emas pada saat penjualan 
kembali hanya ditentukan berdasarkan salah satu pihak saja yaitu 
pemilik toko, sedangkan pihak penjual hanya dapat menerima 
saja tanpa bisa menolak, kalaupun penjual menolak dan ingin 
menjual emasnya di toko lain, maka hal yang akan ditanggung 
penjual ialah pemotongan harga tersebut lebih besar dan hal ini 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi penjual. Oleh sebab 
itu dalam hal ini terindikasi adanya unsur paksaan dan 
keterpaksaan. Karenanya, setiap transaksi yang didasari paksaan 
maka akan menghilangkan salah satu rukun atau syarat sahnya 
jual beli yaitu kerelaan.  
Berdasarkan pemaparan tentang permasalahan di atas, 
maka sangat relevan apabila penulis meneliti tentang 
pelaksanaan jual beli emas dengan potongan harga. Dalam hal ini 
pelaksanaan yang terjadi masih sangat banyak di masyarakat 
tanpa mengetahui hukumnya, sehingga penulis mengangkat judul 
                                                 
3 Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli 
Dalam Perspektif Fiqih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia”. Al-‘Adalah, 
No. 2, Vol. XII, 2015 (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah Universitas Islam 
Negeri Raden Intan Lampung, (Online) tersedia di: 
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/208. (12 Oktober 
2019), h. 2. 
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penelitian dengan judul “Potongan Harga Jual Emas Menurut 
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Emas Pasar 
Sekincau Desa Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten 
Lampung Barat)”  
D. Fokus Penelitian  
Agar permasalahan yang diteliti dan dikaji lebih fokus 
dan terarah, maka penulis membatasi permasalahan-
permasalahan dalam penelitian ini pada potongan harga jual 
emas menurut perspektif hukum Islam (studi kasus di toko emas 
pasar Sekincau desa Sekincau kecamatan Sekincau kabupaten 
Lampung Barat). 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka 
dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang 
selanjutnya akan menjadi objek pembahasan. Adapun rumusan 
masalahnya adalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana praktik potongan harga jual emas pada toko emas 
di pasar Sekincau Kabupaten Lampung Barat?  
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang potongan harga 
jual emas pada toko emas di pasar Sekincau Kabupaten 
Lampung Barat?  
 
F. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 
adalah :  
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1. Untuk mengetahui bagaimana praktik potongan harga jual 
emas pada toko emas di pasar Sekincau Kabupaten Lampung 
Barat.  
2. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana pandangan hukum 
Islam tentang potongan harga jual emas pada toko emas di 
pasar Sekincau Kabupaten Lampung Barat.  
 
G. Signifikan Penelitian  
Penelitian ini cukup signifikan untuk segera dilaksanakan 
karena sebagaimana diketahui bahwa praktik pemotongan harga 
emas pada saat penjualan kembali, sudah mejadi suatu budaya 
bahkan telah menjadi keharusan bagi pemilik toko. Selain itu 
permasalahan yang terjadi bahwa pemotongan harga emas pada 
saat penjualan kembali hanya berdasarkan salah satu pihak saja 
yaitu pemilik toko, sedangkan pihak penjual hanya menerima 
kadar atau persentase pemotongan harga tersebut. Dan dalam hal 
ini pula terindikasi adanya unsur paksaan dari pemilik toko atau 
keterpaksaan dari pihak penjual, sedangkan dalam kajian fikih 
muamalat dijelaskan bahwa setiap orang yang akan bertransaksi 
baik itu jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan 
sebagainya harus dilandasi dan berimplikasi pada kerelaan, 
keridhaan dan tidak diperbolehkan adanya pemaksaan dan 
keterpaksaan dari pihak manapun. Oleh karena itu topik ini layak 
diangkat dan dipublikasikan di hadapan publik, agar 





H. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field 
research), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk 
mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.
1
 Dari segi 
datanya penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. 
Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada 
pengumpulan, analisis dan interprestasi data berbentuk narasi 
serta visual (bukan angka) untuk memperoleh pemahaman 
mendalam dari fenomena tertentu yang dimintai.
2
 Sedangkan 
penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data 




2. Sifat Penelitian  
Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian 
yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin 
sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.
1
 
Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai emas yang 
diperjualbelikan.  
3. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data dalam hal ini berupa:  
 
 
                                                 
1 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riser Sosial (Bandung, Mandar 
Maju, 1996), h. 81. 
2 Sutanto Leo, Kiat Jitu Menulis Skripsi Tesis dan Disertasi (Jakarta: 
Erlangga, 2013), h. 100. 
3 Lexy J Meoleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda 
Karya, 2001), h. 205. 
1 Moh. Nazier, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54. 
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a. Observasi  
Observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan 
data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara 
sistematik terhadap gejala atau fenomena yang ada pada 
objek penelitian.
2
 Observasi yang dilakukan yaitu dengan 
melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan 
pemotongan harga jual emas. 
b. Wawancara (Interview)  
Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data 
primer yang bersumber langsung dari respoden penelitian 
dilapangan (lokasi).
3
 Dengan cara peneliti melakukan 
tanya jawab dengan penjual emas yang dikerjakan dengan 
sistematik dan berdasarkan pada masalah yang bahas atau 
diteliti. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar 
pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada 
pembeli emas yang ditinjau dari hukum Islam. 
4. Metode Pengolahan Data 
a. Pemeriksaan Data (Editing)  
Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan 
atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena 
kemungkinan data yang masuk atau (raw data) terkumpul 
itu tidak logis dan meragukan.
1
 Tujuanya yaitu untuk 
menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada 
                                                 
2 Muhammad Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 
2006), h. 57. 
3 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung, Citra 
Aditya Bakti, 2004), h. 86. 
1 Susiadi, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan 
Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 
115. 
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pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga 
kekuranganya dapat dilengkapi dan diperbaiki.  
b. Sistematika Data (Sistemstizing)  
Bertujuan menempatkan data menurut kerangka 
sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan 
cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan 




5. Analisa Data  
Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan 
dianalisa. Metode analisa data yang digunakan dalam 
penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu 
potongan harga jual emas menurut perspektif hukum Islam 
yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Analisis 
tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, serta 
faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksaan jual beli 
tersebut. Tujuanya agar dapat dilihat dari sudut pandang 
hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan pemahaman 
mengenai pelaksanaan jual beli sebagaimana yang ada dalam 
hukum Islam.  
Metode berpikir dalam penulisan ini menggunakan 
metode berfikir induktif.
1
 Metode berfikir induktif ini adalah 
fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang 
konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi 
yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam membuat 
                                                 
2 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum..., h. 126. 
1 Sutrisno Hadi, Metode Research (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas 
Psikologi Universitas Gajah Mada, 1981), h. 36. 
11 
 
kesimpulan yang menggunakan suatu jawaban dan 
permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini 
dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berkenaan 
dengan objek penelitian yang sedang diteliti.  
6. Populasi dan Sampel  
a. Populasi  
Populasi adalah himpunan keseluruhan objek 
penelitian yang berupa orang, benda atau yang dapat 
memperoleh atau memberikan informasi (data) penelitian. 
Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh pedagang serta pembeli emas, yaitu berjumlah 14 
orang terdiri dari 4 pedagang dan 10 pembeli.  
b. Sampel  
Sampel adalah bagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk 
mnentukan ukuran sampel, penulis memakai rumusan 
sampel yang di kemukkan oleh Suharsimi Arikunto, yang 
apabila subjeknya kurang dari 100 orang maka akan 
diambil semua sehingga penelitian ini merupakan 
penelitian populasi dan jika subjeknya besar melibihi dari 
100 orang dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25%. 
Karena populasi dari penelitian ini kurang dari 100, maka 
populasi diambil semua. Maka sampel dalam penelitian ini 
adalah berjumlah 15 orang, jadi penelitian ini adalah 
penelitian populasi. Sedangkan teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling, 
yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 
tertentu.  
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7. Data dan Sumber Data  
Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan 
penentuan hukum Islam yang terkait dengan potongan harga 
jual emas, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi hal 
tersebut. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut:  
a. Data Primer  
Data primer adalah data yang diperoleh langsung 
dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data 
tersebut diperoleh dari hasil wawancara pemilik toko dan 
penjual emas di Desa Sekincau Kecamatan Sekincau 
Kabupaten Lampung Barat.  
b. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui 
pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek 
penelitiannya.
1
 Peneliti menggunakan data ini sebagai data 
pendukung yang berhubungan dengan pelaksaan 
pemotongan harga jual emas di desa Sekincau Kecamatan 
Sekincau Kabupaten Lampung Barat.  
                                                 
1 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif R&D (Bandung: Alfabeta, 





A. Kajian Teori 
1. Hukum Islam 
a. Pengertian Hukum Islam 
Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah 
sistem kaidah kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah 
swt dan Sunat Rasul mengenai tingkah laku mukallaf 
(orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui 
dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan 
hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul 
untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut 
istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah swt 
untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang 
berhubungan dengan kepercayaan maupun yang 
berhubungan dengan ‘amaliyyah.1 
Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang 
dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah. Dan 
ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang 
mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah 
kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem 
ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia 
dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada 
seluruh ajaran Islam, khususnya Alquran dan Hadis.
2
 
                                                             
1 Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, (Jurnal 




Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti 
aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang 
dibawa oleh seorang Nabi saw, baik hukum yang 
berhubungan dengan kepercayaan (aqîdah) maupun 
hukum-hukum yang berhubungan dengan ‘amaliyyah 




b. Sumber-Sumber Hukum Islam  
Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja 
namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di 
dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui 
permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang 
agama yang sering kali membuat pemikiran umat muslim 
yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah 





Sumber hukum Islam yang pertama adalah 
Alquran, sebuah kitab suci umat Muslim yang 
diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi 
Muhammad saw melalui Malaikat Jibril. Alquran 
memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, 
larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan 
sebagainya. Alquran menjelaskan secara rinci 
bagaimana seharusnya manusia menjalani 
kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak 
                                                             
1 Ibid. 
2 Ibid, h. 24-25. 
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mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Alquran menjadi 
landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.  
2) Hadis 
Sumber hukum Islam yang kedua adalah Hadis, 
yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada 
Rasulullah saw. Baik berupa perkataan, perilaku, 
diamnya beliau. Di dalam Hadis terkandung aturan-
aturan yang merinci segala aturan yang masih global 
dalam Alquran. Kata Hadis yang mengalami perluasan 
makna sehingga disinonimkan dengan Sunnat, maka 
dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, 
ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah saw 
yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.  
3) Ijmak  
Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu 
masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara 
dalam agama disebut ijmak. Ijmak yang dapat 
dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman 
sahabat dan tabiʽîn. Karena setelah zaman mereka para 
ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak, dan 
perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat 
dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.  
4) Qiyâs  
Sumber hukum Islam yang keempat setelah 
Alquran, Hadis dan ijmak ialah qiyâs. Qiyâs berarti 
menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya 
dalam Alquran ataupun Hadis dengan cara 
membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu 
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yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika 
suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu 
kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui 
salah satu metode untuk mengetahui permasalahan 
hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang 
sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu 
hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan 
dengan hukum kasus yang ada nashnya.  
 
c. Karakteristik Hukum Islam 
Hakikat hukum Islam itu tiada lain adalah syariah 
itu sendiri yang bersumber dari Alquran dan Hadis nabi 
dari al-Ra’yu. Doktrin pokok dalam Islam itu sendiri yaitu 
konsep tauḥîd merupakan pondasi dalam struktur hukum 
Islam, yaitu hubungan dengan Allah swt, hubungan dengan 
manusia, mengajak kepada kebaikan dan mencegah 
kemungkaran, takwa, adil dan bijaksana serta 
mendahulukan kewajiban dari pada hak dan kewenangan. 
Sehubungan dengan doktrin di atas, maka terdapat lima 
sifat dan karakteristik hukum Islam yaitu: 
1) Sempurna 
Syariat Islam diturunkan dalam bentuk yang  
umum dari garis besar permasalahan. Oleh karena itu 
hukum-hukumnya bersifat tetap, tidak berubah-ubah 
lantaran berubahnya masa dari berlainannya tempat. 
Untuk hukum-hukum yang lebih rinci, syari'at isi am 
hanya menetapkan kaedah dan memberikan patokan 
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Menurut M. Hasbi Ash-Shiddieqiy, salah satu 
ciri hukum Islam adalah takâmul yaitu, lengkap, 
sempurna dan bulat, berkumpul padanya aneka 
pandangan hidup. Menurutnya hukum Islam 
menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda 
di dalam suatu kesatuan karenanya hukum Islam tidak 
menghendaki adanya pertentangan antara uṣûl dengan 





Hukum Islam juga bersifat elastis (lentur dan 
luwes), hukum Islam mengatur  segala  bidang  dan  
lapangan kehidupan manusia. Hukum Islam 
memperhatikan berbagai  segi  kehidupan  baik pada 
bidang muamalat, ibadah, pidana dan lain-lain. Meski 
demiklan ia tidak memiliki dogma yang kaku, keras 
dan memaksa. Hukum Islam hanya memberikan  




Sebagai bukti bahwa hukum Islam bersifat 
elastis. Dapat  dilihat dalam salah satu contoh dalam 
kasus jual beli bahwa ayat hukum yang berhubungan 
                                                             
1 H. Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Pustaka Logos, 
1997), h. 46. 
2 M. Hasbi Ash-Shiddiqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 
1993), h. 105. 
3 H. Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam..., h. 47. 
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dengan jual beli seperti surat al-Baqarah ayat 275, surat 
al-Nisâ‟ ayat 29 dan surat al-Jumuʽah ayat 9 yang 
berbunyi:  
ٌَ ٱ ِي ُكوَُْن  َّلذ
ۡ
ْ ٱيَأ ا ْٰ ُْم  لّرَِب ا َحُق ًَ  َل
ِيٱََل َحُقُْمَْن إَِلذ ُُ  َّلذ َحَخَختذُط
ٌُ ٱ ۡيَطٰ ٌَ  لشذ ّسِ  ٱِي ًَ
ۡ ا  ل ًَ ْٓاْ إِجذ ُ ۡى قَال ُّ جذ
َ




ُ ٱ َم  ۡۡلَۡيعَ ٱ ّللذ ْ  ٱوََحرذ ا ْٰ ٌ َجآَءهُ  لّرَِب ًَ ّبُِِ  ۥَف  ّيٌِ رذ
ِْۡغَظثٞ ُُ  ٍَخَهٰ ٱفَ  ۦَم  ۥفَوَ
ۡمُرهُ 
َ




ٌۡ ََعَد فَأ ۡى  نلذارِ  ٱَوَي ُِ
وَن  ا َخِِٰلُ َّ   ٢٧٥فِي
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak 
dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 
kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli 
itu sama dengan riba, padahal Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-
orang yang telah sampai kepadanya larangan dari 
Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu 
(sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 
kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), 
maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; 








َُْاْ ََل حَأ ن  هَۡبِٰطنِ ٱَءاَي
َ
ٓ أ إَِلذ
ٍُفَصُلۡى  إِنذ 
َ
ْ أ َ ٱحَُلَْن حَِجَٰرةً َغٌ حََراٖض ّيَُِلۡى  َوََل َتۡقُخوُْٓا  ّللذ
ا  ًٗ   ٢٩ََكَن ةُِلۡى رَِحي
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 
suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 






ٌَ ٱ َيَٰٓأ ِي ِْۡم  َّلذ ْٰةِ ِيٌ يَ وَ ْٓاْ إَِذا ٍُْدَِي لِوصذ َُ َػثِ ٱَءاَي ًُ ْ ٱفَ  ۡۡلُ ا ْۡ إََِلٰ  ۡشَػ
ِ ٱذِۡلرِ  ُلۡى إِن ُلَُخۡى َتۡػوَ  ۡۡلَۡيَع  ٱَوَذُرواْ  ّللذ
َْن َذٰهُِلۡى َخۡۡيٞ هذ ًُ٩  
“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk 
menunaikan shalat Jum´at, maka bersegeralah kamu 
kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. 
Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu 
mengetahui” (Q.S al-Jumuʽah (62): 9). 
 
Dalam ayat-ayat tersebut diterangkan hukum 
bolehnya jual beli, persyaratan keridhaan antara kedua 
belah pihak, larangan riba, dan larangan jual beli waktu 
azan di hari Jum‟at.  Kemudian Rasûl menjelaskan 
beberapa aspek jual beli yang lâzim berlaku pada masa 
beliau. Selebihnya, tradisi atau adat masyarakat tertentu 
dapat, dijadikan sebagai bahan penetapan hukum jual 
beli. 
3) Universal dan Dinamis 
Ajaran Islam bersifat universal. Ia meliputi 
seluruh alam tanpa tanpa batas, tidak dibatasi pada 
daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaran-ajaran Nabi 
sebelumnya.  Berlaku bagi orang Arab dan orang non 
Arab. Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan 
pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaan tidak 
terbatas. Di samping itu, hukum Islam mempunyai sifat 
yang dinamis (cocok untuk setiap zaman).
1
 
Hukum Islam memberikan kepada 
kemanusiaan sejumlah hukum yang positif yang dapat 
dipergunakan untuk segenap masa dan tempat. Dalam 
                                                             
1 Ibid, h. 49. 
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gerakannya hukum Islam menyertai perkembangan 
manusia, mempunyai kaidah asâsiyyah, yaitu ijtiḥâd. 
Ijtiḥâdlah yang akan menjawab segala tantangan masa, 
dapat memenuhi harapan zaman dengan tetap 
memelihara kepribadian. dari nilai-nilai asasinya.
1
 
Dalam kaitannya dengan keuniversalan tersebut 
dapat dipahami lewat konstitusi Negara muslim 
pertama. Madinah, menyetujui dan melindungi 
kepercayaan non-muslim dan kebebasan mereka  untuk  
mendakwahkan. Konstitusi ini merupakan kesepakatan 
antara Muslim dan Yahudi, serta orang-orang Arab 
yang bergabung di dalamnya. Non-Muslim dibebaskan 
dari keharusan membela negara dengan membayar 
jizyah, yang. berarti hak hidup dan hak milik mereka  
dijamin. Istilah żimmî, berarti orang non-muslim yang 
dilindungi Allah dan Rasul. Kepada orang-orang non-
muslim itu diberikan hak otonomi yudisial tertentu. 
Warga negara dan kalangan ahli kitab dipersilahkan 
menyelenggarakan keadilan sesuai dengan apa_yang 
Allah swt wahyukan. 
4) Sistematis 
Arti dari pernyataan bahwa hukum Islam itu 
bersifat sistematis adalah bahwa hukum Islam itu 
mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara 
logis, saling berhubungan satu dengan lainnya.
2
 
                                                             
1 M. Hasbi Ash-Shiddiqy, Falsafah Hukum Islam..., h. 108. 
2 H. Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam..., h. 51. 
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Perintah shalat dalam Alquran senantiasa 
diiringi dengan perintah zakat. Dan berulang- ulang 
Allah swt berfirman: 
 ْ ْا ًُ قِي
َ
ْٰةَ  َوأ وَ ْٰةَ َوَءاحُْاْ  ٱلصذ َل ْ وَ  ٱلزذ ٰلِػِيَ َيَع  ٱۡرَلُػْا   ٱهرذ
“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah 
beserta orang-orang yang ruku” (Q.S al-Baqarah (2): 
43). 
Dalam hal ini dipahami bahwa hukum Islam 
melarang seseorang hanya bermuamalat dengan Allah 
swt dan melupakan dunia. Manusia diperintahkan 
mencari rezeki, tetapi hukum  Islam  melarang  sifat 
imperial dan kolonial ketika mencari rezeki tersebut. 
5) Hukum Islam bersifat Taʽaqqulî dan Taʽabbudî. 
Sebagaimana dipahami bahwa syariat Islam 
mencakup bidang muamalat dan bidang ibadah. Dalam 
bidang ibadah terkandung nilai-nilai taʽabbudî/ghair 
al-maʽqûlah al-maʽnâ (irasional), artinya manusia tidak 
boleh beribadah kecuali dengan apa yang telah 
disyariatkan dalam bidang ini, tidak ada pintu ijtiḥâd 
bagi umat manusia. Sedangkan bidang muamalat, di 
dalamnya terkadang nilai-nilai taʽaqqulî/maʽaqûlah al-
maʽnâ (rasional). Artinya, umat Islam dituntut untuk 




Dengan demikian hukum Islam yang bersifat 
irasional, aturan-aturan hukum Islam itu sah atau baik, 
                                                             
1 Ibid, h. 52. 
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karena semata-mata eksistensi kebajikan yang 
terkandung didalamnya, bukan karena rasionalitasnya. 
Dari uraian di atas bahwa sifat hukum Islam 
tersebut, mempunyai hubungan simbiosis (sangat erat), 
sehingga dapat dipahami bahwa kelima sifat yang telah 
disebutkan itu, merupakan satu keterpaduan 
karakteristik hukum Islam yang sangat sesuai dengan 
fitrah manusia sebagai makhluk Allah swt, yang 
dilengkapi dengan dua kelebihan daripada makhluk 
lainnya yaitu akal (intelegensia) dari kalbu (hati 
nurani). 
 
d. Macam-Macam Hukum Islam 
Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata 
aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat 
maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu 
pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang 
memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita 
pahami adalah aturan Allah swt. Segala aturan Allah swt 
dalam segala bentuk hukum-hukum kehidupan manusia 
tertuang di Alquran dilengkapi penjelasannya dalam Hadis 




1) Wajib  
Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika 
dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika 
ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan 
                                                             
1 Ibid, h. 25. 
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yang memiliki hukum wajib adalah shalat lima waktu, 
memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan 
ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non 
muslim dan banyak lagi.  
2) Sunat  
Sunat ialah sesuatu perbuatan yang dituntut 
agama untuk dikerjakan tetapi tuntutannya tidak sampai 
ke tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang 
jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika 
ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau 
hukuman. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum 
sunat ialah salat yang dikerjakan sebelum/sesudah salat 
wajib, membaca salawat Nabi, mengeluarkan sedekah 
dan sebagainya. 
3) Haram  
Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika 
dikejakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika 
ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh 
perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berbuat 
zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi 
dan banyak lagi.  
4) Makrûh  
Makrûh adalah suatu perbuatan yang dirasakan 
jika meninggalkannya itu lebih baik dari pada 
mengerjakannya. Contoh dari perbuatan makrûh ini 




Mubah adalah suatu perbuatan yang 
diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau 
meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah olahraga, 
menjalankan bisnis, sarapan dan sebagainya. Tujuan 
Sistem Hukum Islam Sumber hukum syariat Islam 
adalah Alquran dan Hadis.  
 
e. Tujuan Hukum Islam 
Sebagai hukum dan ketentuan yang diturunkan 
Allah swt, syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuan 




1) Pemeliharaan Atas Keturunan  
Hukum syariat Islam mengharamkan seks 
bebas dan mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi 
pelakunya. Hal ini untuk menjaga kelestarian dan 
terjaganya garis keturunan. Dengan demikian, seorang 
anak yang lahir melalui jalan resmi pernikahan akan 
mendapatkan haknya sesuai garis keturunan dari 
ayahnya.  
 
2) Pemeliharaan Atas Akal  
Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu 
yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, 
seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. 
Islam menganjurkan setiap Muslim untuk menuntut 
ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. 
                                                             
1 Ibid, h. 26-27. 
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Jika akalnya terganggu karena pesta miras oplosan, 
akalnya akan lemah dan aktivitas berpikirnya akan 
terganggu.  
3) Pemeliharaan Atas Kemuliaan  
Syariat Islam mengatur masalah tentang fitnah 
atau tuduhan dan melarang untuk membicarakan orang 
lain. Hal ini untuk menjaga kemuliaan setiap manusia 
agar ia terhindar dari hal-hal yang dapat mencemari 
nama baik dan kehormatannya.  
4) Pemeliharaan Atas Jiwa  
Hukum Islam telah menetapkan sanksi atas 
pembunuhan, terhadap siapa saja yang membunuh 
seseorang tanpa alasan yang benar. Dalam Islam, 
nyawa manusia sangat berharga dan patut dijaga 
keselamatannya.  
5) Pemeliharaan Atas Harta  
Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas 
kasus pencurian dengan potong tangan bagi pelakunya. 
Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk 
mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran 
terhadap harta orang lain.  
6) Pemeliharaan Atas Agama  
Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap 
manusia untuk menjalankan ibadah sesuai 
kepercayaannya. Islam tidak pernah memaksakan 
seseorang untuk memeluk Islam. Akan tetapi, Islam 
mempunyai sanksi bagi setiap muslim yang murtad 
agar manusia lain tidak mempermainkan agamanya. 
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Untuk melengkapi postingan tentang pengertian hukum 
Islam, sumber dan tujuan, syariat Islam mulai berlaku 
untuk orang dewasa (mukallaf) atau orang yang sudah 
bâligh, yakni sudah cukup umur, berakal sehat dan 
sudah menerima seruan agama sejak usia 9 tahun, bagi 
pria dan wanita bila sudah bermimpi basah (tanda 
dewasa). 
2. Jual Beli Menurut Hukum Islam 
a. Pengertian Jual Beli 
Dalam kehidupan sehari hari, banyak cara untuk 
memenuhi kebutuhan hidup salah satunya dengan 
berniaga, perdagangan atau jual beli. Untuk usaha tersebut 
dibutuhkan adanya timbal balik di antara penjual dan 
pembeli. Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu 
jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai 
arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual 
menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, 
sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan 
demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua 
perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual 
dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa 
hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual 




Jual beli merupakan pelepasan hak milik dengan 
adanya ganti rugi seperti uang, barang, atau juga dengan 
                                                             
1 Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2014), h. 139 
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jasa, atau memindahkan hak kepemilikan demi 
mendapatkan imbalan atas dasar kerelaan kedua belah 
pihak. Menurut pengertian pengertian syariat, yang 
dimaksud jual beli adalah penukaran harta atas dasar 
saling rela, atau  memindahkan milik dengan ganti yang 
dapat dibenarkan (berupa alat tukar yang pas).
1
 
Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami 
bahwa jual beli dapat terjadi dengan dua cara, dalam cara 
pertama pertukaran harta atas dasar saling rela, yang 
dimaksud harta di sini adalah semua yang dimiliki dan 
dapat dimanfaatkan. Sedangkan cara yang kedua yang 
memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, 
berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti 
yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan 
ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik harta 
tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, 
dan diakui keberadaannya. Misalnya, uang dengan mata 
uang rupiah atau dengan mata uang lainnya.
2
 
Jual beli dalam bahasa Arab artinya menjual, 
mengganti dan menukar.
3
 Al-Baiʽ, al-Tijârah, al-
Mubâdalah juga memiliki makna mengambil, memberikan 
sesuatu atau barter.  
يْـئِ 
يْئِ ةِالشذ  ُيَقاةَوَُث الشذ
                                                             
1 Ibid. h. 140   
2 Lina Oktasari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Yang 
Mengandung Zat Berbahaya”. (Skripsi Program Studi Mu‟amalah Universitas 
Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018), h. 29 
3Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer…., h. 75 
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“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata lain 
dari al-Baiʽ (jual beli) adalah al-Tijârah yang berarti 
perdagangan. Hal ini sebagaimana firman Allah swt: 
  ٢٩يَرُۡجَْن حَِجَٰرٗة هذٌ َتُتَْر ... 
“...mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan 
merugi” (Q.S Fâṭir (35): 29. 
Jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda 
pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain: 
1) Menurut ulama Ḥanafiyyah jual beli didefenisikan 
dengan: 
اِل ََعَ  ًَ ْ  ٍص ْْ ُص َمْ  ٍُ جْ وَ  ُيَتاَدهَُث ال
“Saling menukar harta dengan cara tertentu” 
2) Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya al-Majmûʽ: 
ًْوِيْكً  اٍل َت ًَ ِ  ُيَقاةَوَُث َياٍل ة
“Penukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. 
3) Menurut ulama Mâlikiyyah jual beli didefenisikan 
dengan: 
ْ ُيَتاَدهَُث  الِ ال ًَ  ِ  ة
ْ الِ ال ًْوِيًْك وَ  ًَ وُّكً َت ًَ  1.َت
Artinya: Tukar menukar harta dengan harta yang 
berakibat hukum pada pemindahan milik dan 
kepemilikan”. 
Allah swt mensyariatkan jual beli yang bisa 
dijadikan peluang dan keluasan bagi hambanya. Karena 
                                                             
1Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah,  Al-
Mughni, Juz VI (Riyadh: Dar „Alam al-Kutub, 1997), h. 5. 
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manusia mempunyai kebutuhan sehari-hari seperti sandang 
pangan dan lain sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan 
tersebut tidak pernah akan terputus atau berhenti selama 
manusia masih hidup. Tidak ada manusia yang dapat 
memenuhi kebutuhannya sendiri, karena manusia sebagai 
makhluk sosial pasti membutuhkan peran dari orang lain 
untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam  kehidupan sosial 
atau hubungan antara manusia dengan manusia tidak satu 
hal pun yang lebih baik dari pertukaran di mana seseorang 
memberikan kepunyaannya kemudian dia memperoleh apa 
yang berguna bagi orang lain sesuai kebutuhan masing 
masing orang. 
Berdasarkan pemaparan-pemaparan tentang 
pengertian jual beli di atas dapat  kita pahami bahwa jual 
beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang  
atau benda yang mempunyai nilai dan dilakukan atas 
kerelaan kedua belah pihak, pihak satu menerima benda 
dan pihak satunya lagi pun menerima benda yang 
sebagaimana sudah disepakati dalam perjanjian atau 
ketentuan yang sudah dibenarkan syarak. 
Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah 
memenuhi persyaratan persyaratan, rukun-rukun, dan hal-
hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila 
syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak 
sesuai dengan kehendak syarak.
1
 
                                                             
1 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2002), h. 68. 
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Barang dapat mencakup pengertian barang dan 
uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, 
yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan 
penggunaanya menurut syarak. Benda itu ada kalanya 
bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat 
dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya 
tidak dapat dibagi bagi, ada harta yang ada 
perumpamaanya (miṡlî) dan tak ada yang menyerupainya 
(qimmî) dan yang lain lainnya. Penggunaan harta tersebut 
dibolehkan sepanjang tidak dilarang syarak. 
Jual beli menurut ulama Mâlikiyyah ada dua 




Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan 
tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan 
kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua 
belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak 
menyerahkan ganti pertukaran atas sesuatu yang 
ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan 
manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah żat 
(berbentuk), iberfungsi sebagai objek penjualan, jadi 
bukan manfaat atau bukan hasilnya.  
Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar 
menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula 
kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya 
bukan emas atau bukan pula perak, bendannya dapat 
direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak 
                                                             
1 Ibid, h. 69. 
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merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli 
maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya 




b. Dasar Hukum Jual Beli 
Berdasarkan pokok permasalahan yang dikaji 
adalah masalah hidup dan  kehidupan, pastinya tidak 
terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan pedoman 
dalam menghadapi dan menyelasaikan masalah. Jual beli 
sendiri sudah ada sejak zaman para Nabi. Sejak saat itu 
pula jual beli mejadi kebiasaan oleh masyarakat hinggak 
kini.  
Adapun jual beli disyariatkan dalam Islam 
berdasarkan Alquran, Hadis, dan Ijmak, yakni: 
1) Alquran. 
a) Surat al-Nisâ‟ ayat 29 yang berbunyi: 
ا َّ حُّ
َ




َُْاْ ََل حَأ ٓ  هَۡبِٰطنِ ٱَءاَي إَِلذ
ٍُفَصُلۡى  إِنذ 
َ
ْٓاْ أ ن حَُلَْن حَِجَٰرةً َغٌ حََراٖض ّيَُِلۡى  َوََل َتۡقُخوُ
َ
أ
َ ٱ ا  ّللذ ًٗ   ٢٩ََكَن ةُِلۡى رَِحي
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 
dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya 
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S al-
Nisâ‟ (4): 29). 
 
 
                                                             
1Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah..., h. 69-70. 
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Melalui ayat ini Allah swt mengingatkan, 
wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan 
sarana kehidupan kamu, di antara kamu dengan 
jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan 
syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu 
dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan 




b) Surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi: 
َحنذ  ...
َ
ُ ٱَوأ ْ  ٱوََحرذَم  ۡۡلَۡيعَ ٱ ّللذ ا ْٰ   ٢٧٥... لّرَِب
“...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba...” (Q.S al-Baqarah (2): 275).  
 
 
c) Surat al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi: 
ّبُِلۡى   هَيَۡس  ن حَبۡخَُغْاْ فَۡضٗٗل ّيٌِ رذ
َ
ََاٌح أ   ١٩٨...َغوَۡيُلۡى ُج
“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia 
(rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...” (Q.S al-
Baqarah (2): 198). 
 
Ayat-ayat yang sudah disebutkan 
menjelaskan bahwasanya Allah swt 
memperbolehkan umatnya untuk melaksanakan 
transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan 
hidupnya sehari-hari. Tetapi transaksi yang 
diperbolehkan itu harus sesuai dengan syariat atau 
ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah swt yang 
                                                             
1 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 495. 
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tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 275 seperti 
yang sudah dituliskan sebelumnya bahwasanya 
Allah swt memperbolehkan jual beli dan 
mengharamkan riba, yang artinya didalam transaksi 
jual beli itu tidak diperbolehkan adanya unsur riba. 
karena Allah swt sudah mengharamkannya yang 
berarti itu tidak sesuai ketentuan syariat. Dan Allah 
swt menyerukan kepada umat manusia untuk 
mencari ridha dan karunianya. 
2) Hadis 
 ٌْ ٌِ َرافِعٍ  َخ ْ ُ رَِِض ا رِفَاَغَث ة  ا ّللذ
نذ انلذِِب َصَّلذ
َ
ُُ أ ُ َخَْ َغوَيُِْ  ّللذ
يُّ اهَْمْصِب وَ 
َ
ْطَيُب َشوذَى ُشئَِن أ
َ
ِ  :َقاَل  ؟أ ُن الرذُجِن بَِيِده ًَ َوُُكُّ  َخ
ْورٍ  اُر وَ ) َبيٍْع َيْْبُ ُُ اْْلَاِكىُ َرَواهُ اهََبذ َح  .(َصحذ
“Dari Rifa‟ah ibn Rafi‟ Rasulullah saw pernah 
ditanya seseorang tentang usaha apakah yang paling 
baik? Maka Rasulullah saw menjawab: perbuatan 





Dalam Hadis lain pula dijelaksan: 
َِ  :َسِعٍٍذ اْلُخْذِري ٌَقُْلُ  ًأَبِ َعْي  ٍْ ُ َعلَ ِ َصلهى َّللاه قَاَل َرُسُْل َّللاه
َسلهنَ  ٍُْع َعْي تََزاضٍ  :َّ َوا اْلبَ اٍُ ) إًِـه َّ  2.(اْبُي َهاَجََر
“Dari Abi Sa‟id al-Khudri berkata: Rasullulah saw 
bersabda: Jual beli itu didasarkan kepada suka sama 
suka” (HR. Ibnu Majah). 
                                                             
1 Abi al-Fadl Ahmad bin „Ali bin Hajar al-„Asqalani, Bulugh al-Maram 
(Dar al-„Ilmi: Surabaya, tt), h. 798. 
2 Muhammad bin Yazid bin Majah, Sunan Ibn Majah, Juz. II, No. 2185 
(Saudi: Dar Ihya‟ al-Kutub al-„Arabiyyah, 2009), h. 737. 
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Berdasarkan kedua Hadis di atas sudah bisa 
mewakili bahwasanya jual beli merupakan suatu 
pekerjaan yang diperbolehkan dalam Islam bahkan 
dianjurkan asalkan dengan tetap mengikuti rukun 
dan syarat jual beli yang ditentukan dalam Islam. 
3) Ijmak. 
Para ulama fikih dari dahulu sampai sekarang 
telah bersepakat bahwa jual  beli itu diperbolehkan, jika 
di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. 
Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi 
kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Dengan 
adanya jual beli seseorang dapat dengan mudah 




Berdasarkan dasar hukum sebagaimana 
penjelasan di atas bahwasanya jual beli itu hukumnya 
mubah, artinya jual beli diperbolehkan asalkan 
memenuhi  ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh 
karena itu, praktik jual beli yang  dilakukan manusia 
sejak masa Rasûlullah saw, hingga saat ini 




c. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Sebagai salah satu dasar dari jual beli, rukun dan 
syarat merupakan bagian yang sangat penting, karena jika 
tidak adanya rukun dan syarat di dalam jual beli maka jual 
                                                             
1 Rahmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah..., h. 73. 
2 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Bandung: Al-Ma‟arif, 2000), h. 46. 
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beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh sebab itu Islam 
mengatur hukum tentang rukun dan syarat jual beli, antara 
lain: 
1) Rukun Jual Beli 
Dalam menetapakan rukun jual beli, di antara 
para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut 
sebagian ulama, rukun jual beli hanya ijab dan kabul 
yang menunjukan pertukaran barang secara kerelaan, 
baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. 




a) Bâ’îʽ (penjual). 
b) Musytarî (pembeli). 
c) Ṣighah (ijab dan kabul). 
d) Maʽqûd ‘alaih (objek benda atau barang). 
Akad ialah ikatan kata antara penjual dan 
pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab 




Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab 
kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat 
diketahui melalui tanda tanda lahirnya, tanda yang jelas 
menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabulnya, 
Rasulullah saw bersabda: 
                                                             
1 Rahmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah..., h. 76. 
2 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah...., h. 70. 
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ًَ َّللاُ عَ  ٌَْزةَ َرِض َُز َسلهَن َعْي أَبًِ  َّ  َِ ٍْ ٌَُْ َعِي الٌهبًِ َصلًه َّللاُ َعلَ
اٍُ التِّْزِهِذي) اضٍ زَ تَ  يْ عَ  اله إِ  عٍ ٍْ بَ  يْ عَ  يه قَ زه قَاَل الَ ٌَتَفَ  َّ  1.(َر
“Dari Abi Hurairah ra dari Nabi Muhammad saw 
bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, 
sebelum saling meridhai”. 
 
2) Syarat Jual Beli. 
Syarat syarat dalam jual beli merupakan unsur 
penting yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun itu 
sendiri dan harus diperhatikan dalam melaksanakan 
jual beli karena syarat-syarat ini akan menentukan sah 
atau tidaknya jual beli berdasarkan syarak. Beberapa 
syarat-syarat jual beli menurut syarak adalah:  
a) Menurut Subjeknya  
Menurut subjeknya, kedua belah pihak yang 
melakukan transaksi jual beli haruslah memiliki 
kriteria sebagai berikut:  
(1) Berakal  
Berakal adalah dapat membedakan atau 
memilih mana yang terbaik bagi dirinya. 
Apabila salah satu pihak tidak berakal maka 
jual beli yang diadakan tidak sah. Hal ini sesuai 
dengan firman Allah swt di dalam Surat al-
Nisâ‟ ayat 5 yang berbunyi:  
                                                             
1 Muhammad bin „Isa al-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi (Beirut: Dar al-Gharb al-
Islami, 1996), h. 543. 
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آءَ ٱحُۡؤحُْاْ  َوََل  َّ َف ۡيَوٰهَُلُى  لصُّ
َ
ُ ٱَجَػَن  هذِت ٱأ ا  ّللذ ًٗ هَُلۡى قَِيٰ
ىۡ ٱوَ  ُِ ا وَ  ۡرزُقُْ َّ ىۡ ٱفِي ُِ ۡػُروٗفا  ۡكُصْ َٗل يذ ْۡ ۡى قَ ُّ َ   ٥َوقُْلُْاْ ل
“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-
orang yang belum sempurna akalnya, harta 
(mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang 
dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. 
Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil 
harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-
kata yang baik” (Q.S al-Nisâ‟ (4): 5). 
 
(2) Keduanya tidak mubazir  
Keadaan tidak mubazir, maksudnya 
pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian 
jual beli bukanlah manusia yang boros 
(mubazir) sebab orang yang boros di dalam 
hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak 
cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat 
melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun 




(3) Bâligh  
Persyaratan selanjutnya tentang 
subjek/orang yang melakukan perbuatan 
hukum jual beli tersebut adalah bâligh atau 
dewasa. Dewasa dalam hukum Islam adalah 
apabila berumur 15 (lima belas) tahun, atau 
telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan  haid 
(bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual 
                                                             
1 Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam..., h. 140. 
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beli yang diakdakan anak kecil adalah tidak 
sah.  
Meskipun demikian, bagi anak anak 
yang sudah dapat membedakan mana yang baik 
dan mana buruk, tetapi belum dewasa (belum 
mencapai 15 tahun dan belum bermimpi atau 
haid), menurut pendapat sebagian 
diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, 
khususnya untuk barang barang kecil dan tidak 
bernilai tinggi. Andaikata anak yang belum 
dewasa tidak dapat melakukan perbuatan 
hukum (seperti jual beli barang kecil dan tidak 
bernilai tinggi) yang sudah lazim di tengah-
tengah masyarakat, akan menimbulkan 
kesulitan dan kesukaran bagi masyarakat. 
Sedangkan kita ketahui bahwa hukum Islam 
(syariat Islam) tidak membuat suatu peraturan 




(4) Tanpa adanya paksaan (kehendaknya sendiri). 
Dimaksudkan bahwa dalam melakukan 
transaksi jual beli salah satu pihak tidak 
melakukan transaksi atau perbuatan jual beli 
dengan paksaan atas pihak lain, sehingga pihak 
lain itu sendiri melakukan perbuatan jual beli 
atas kerelaan darinya tanpa adanya unsur 
paksaan. Jual beli yang mengandung unsur 




paksaan atau tanpa kerelaan dari salah satu pihak 
adalah tidak sah.  
Adapun  yang mendasari suatu transaksi 
jual beli harus dilakukan atas kehendak sendiri, 
dapat dilihat dalam ketentuan di dalam surat al-
Nisâ‟ ayat 29 yang berbunyi: 
ا َّ حُّ
َ
ٌَ ٱ َيَٰٓأ ِي ۡيَوٰهَُلى ةَيََُۡلى  َّلذ
َ
ْ أ ْٓا ُكوُ
ۡ
ْ ََل حَأ َُْا َءاَي
 ِ ن حَُلَْن حَِجَٰرةً َغٌ حََراٖض ّيَُِلۡى  َوََل  هَۡبِٰطنِ ٱة
َ
ٓ أ إَِلذ
ٍُفَصُلۡى  إِنذ 
َ
ْٓاْ أ َ ٱَتۡقُخوُ ا  ّللذ ًٗ   ٢٩ََكَن ةُِلۡى رَِحي
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan 
yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu” (Q.S al-Nisâ‟ (4): 29).  
 
b) Menurut Objeknya  
Objek jual beli adalah barang, benda 
dan/atau apa apa yang akan menjadi objek dalam 
perjanjian jual beli. Objek jual beli harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: suci atau bersih 
barangnya, memberi manfaat menurut syarak, milik 
pribadi orang yang melakukan akad, dapat 
diserahkan, mengetahui, dan barangnya ada di 
tangan atau dikuasai.  
(1) Suci atau Bersih Barangnya  
Suci atau bersih barangnya adalah 
barang yang akan dijual belikan bukanlah 
benda yang najis atau bukan benda yang 
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diharamkan oleh syarak seperti anjing, babi, 
dan yang lainnya seperti yang ada di dalam 
sabda Rasulullah saw:  
ا ًَ ُّ ُ َخَْ ِ رَِِضَ اّللذ ٌِ َختِْد اّللذ ْ ٌْ َجاةِرِ ة ُُ  ،َخ ٍذ
َ
ًَِع  أ َش
ُ َغوَيُِْ َوَشوذَى َحُقُْل ََعمَ  ِ َصَّلذ اّللذ َْ  رَُشَْل اّللذ ُِ اهَفخِْح َو
ثَ  مذ ًَ ِ يْخَثِ َواخلِْْنِيرِ : ة ًَ رِ َوال ًْ َ َورَُشََْلُ َحرذَم َبيَْع اخَل إِنذ اّللذ
ََامِ  ْص
َ




ِ أ َْْل اّللذ فَقِيَْن يَا رَُش
ِ ََّل طْ حُ  ِ  ٌُ َِ دْ يُ وُ  ٌُ فُ ا الصُّ َّ  ة َ وَ  دُ ْْ وُ ا اۡلُْ َّ ة ِ  حُ تِ ْص خَ صْ ي ا َّ ة
ِ  ُل ْْ شُ رَ  اَل قَ  ىذ ثُ  امٌ رَ حَ  َْ ُِ  َلَ  اَل قَ فَ  اُس انلذ  ُ َّلذ َص  اّللذ   اّللذ
ِ ذَ  دَ َْ غِ َغوَيُِْ وََشوذَى  ُ  َن احَ قَ  َك ل َ  نذ إِ  دَ ْْ ُّ اْلَ  اّللذ َ  اّللذ  مَ رذ ا حَ ًذ ل
 فَ  هُ ْْ اغُ ةَ  ىذ ثُ  هُ ْْ وُ ا َجَ َّ مَ ْْ حُ شُ 
َ
َرَواهُ ) ُُ ََ ًَ ا ثَ ْْ وُ كَ أ
 1.(اْۡلَُخارِي
“Dari Jabir bin Abdullah bahwasannya ia 
dengar Rasulullah saw bersabda para tahun 
penaklukan Makkah ia sedang di Makkah: 
sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah 
haramkan jual beli arak, bangkai, babi dan 
berhala-berhala”. Ada orang bertanya: “ya 
Rasulullah saw bagaimana lemak bangkai 
karena digunakan untuk melabur perahu-perahu 
dan diminyaki dengannya akan kulit-kulit, dan 
orang-orang gunakan buat penerangan?”, 
sabdanya: tidak boleh, yaitu haram. Kemudian 
di waktu itu ia bersabda: “Dilaknat oleh Allah 
swt akan Yahudi, karena sesungguhnya Allah 
swt haramkan atas mereka  lemak bangkai 
bangkai itu, mereka hancurkan lemak tersebut, 
dan jual dan memakan uangnya”. (HR. 
Bukhari). 
                                                             
1Muhammad bin Ismāil al-Bukhāri, Shahīh al-Bukhārī, Juz III, No. 2236 
(Damaskus: Dar Ibn Katsīr, 2002), h. 84. 
41 
 
Dituliskan di dalam buku Suhrawardi 
K. Lubis dan Farid Wajdi yang berjudul 
Hukum Ekonomi Islam, Sayyid Sabiq 
mengemukakan bahwa mazhab Ḥanafî dan 
mazhab Ḍâhirî mengecualikan barang-barang 
bermanfaat, dapat dijadikan sebagai objek jual 
beli. Untuk itu, diperbolehkan seorang penjual 
kotoran. Kotoran/tinja dan sampah yang 
mengandung najis karena sangat dibutuhkan 
untuk keperluan perkebunan, barang-barang 
tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan 
bakar perapian dan pupuk tanaman.  
Landasan hukum tentang hal ini, dapat 
dipedomi ketentuan hukum yang terdapat 
dalam Hadis Nabi Muhammad saw:  
ٍُْوًَْتَ بَِشاٍة  الٍَة لَِو ْ َق َعلَى َه َعِي اْبِي َعبهاٍس قَاَل تُُصذِّ
ِ صَ   نَ له سَ َّ  َِ ٍْ لَ عَ  ى َّللاُ له فََواتَْت فََوزه بَِِا َرُسُْل َّللاه
َِ  فَقَالَ  ًْتَفَْعتُْن بِ َا فَقَالُْا  ُاَله أََخْذتُْن إَُِابََِا فََذبَْغتُُوٍُْ فَا إًِِه
ٍْتَت   اٍُ اْلُوْسلِنُ ) فَقَاَل إًِهَوا َحُزَم أَْكلَُِا .َه َّ  (َر
“Dari Ibn „Abbâs berkata: Pada suatu hari Nabi 
Muhammad saw lewat dan menemukan 
bangkai kambing milik Maimunah dalam 
keadaan terbuang begitu saja. Kemudian 
Rasulullah bersabda: Mengapa kalian tidak 
mengambil kulitnya, kemudian kalau disamak 
dan dapat kalian manfaatkan? Para sahabat 
berkata: “Wahai Rasulullah, kambing itu telah 
mati menjadi bangkai.” Rasulullah menjawab: 
“sesungguhnya yang diharamkan hanya 




Jadi dapat disimpulkan bahwasanya 
barang-barang najis, arak, dan bangkai dapat 
diperjualbelikan                                                                                                                   
dengan ketentuan asalkan pemanfaatannya 
bukan untuk dikonsumsi atau bukan untuk 
bahan makanan.  
(2) Memberi manfaat menurut syarak. 
Memberi manfaat menurut syarak 
atau barang yang dapat dimanfaatkan 
mempunyai arti yang sangat relatif, karena 
pada hakikatnya barang yang dijadikan sebagai 
objek transaksi jual beli adalah barang yang 
dapat dimanfaatkan, seperti barang yang dapat 
dikonsumsi seperti makanan-makanan, dan 
banyak lagi barang-barang yang bermanfaat 
dijadikan objek jual beli. 
Akan tetapi barang bermanfaat yang 
dimaksud adalah kemanfaatan barang barang 
itu yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
syariat Islam. Maksudnya barang barang 
tersebut tidak bertentangan dengan apa yang 
telah diatur dalam ketentuan syarak. 
Contohnya, jika barang yang dibeli saat terjadi 
transaksi mempunyai tujuan yang bertentangan 
dengan apa yang telah diatur oleh ketetapan 





(3) Milik pribadi orang yang melakukan akad.  
Maksudnya yaitu orang yang 
melakukan transaksi jual beli adalah pemilik 
sah barang tersebut atau jika bukan milik 
pribadi mkaa barang tersebut harus telah 
mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. 
Dengan demikian, tidak sah untuk  menjual 
barang orang lain yang belum mendapat izin 
dari pemilik sah barang tersebut atau barang 
tersebut baru akan menjadi miliknya. Misalnya, 
seorang anak yang sudah memenuhi syarat 
untuk melakukan transaksi jual beli, anak 
tersebut menjual barang yang masih menjadi 
milik orangtuanya tanpa ada izin dari pemilik 
sah barang tersebut yang mana itu adalah 
orangtuanya. Perbuatan anak itu tidak 
memenuhi syarat sahnya jual beli dan 
pernjanjian jual beli yang dilakukan oleh anak 
tersebut dikatakan batal.  
(4) Dapat diserahkan  
Maksud dapat diserahkan di sini adalah 
penjual sebagai pemilik sah barang atau 
sebagai orang yang diberi kuasa atas barang 
tersebutdapat menyerahkan barang yang akan 
menjadi objek dalam perjanjian jual beli sesuai 
dengan bentuk dan jumlah yang memang sudah 
disepakati saat penyerahan barang tersebut.  
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Ketentuan itu dapat disandarkan pada 
Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu 
Mas‟ud ra. yang berbunyi:  
َل َّللاِ َصلهى  ْ ٌَُْ أَىه َرُس ًَ َّللاُ َع ٍد َرِض ْ َعْي اْبِي َهْسُع
 ُ َوَك فًِ اْلَواِء فَإًَِه ا السه ّْ َسلهَن قَاَل الَ تَْشتَُز َّ  َِ ٍْ َّللاُ َعلَ
اٍُ أَْحَوذُ )َغَزر    َّ  (َر
“Dari Ibn Mas‟ud ra bahwasannya Rasulullah 
saw telah bersabda: Janganlah kamu membeli 
ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya 
yang demikian itu penipuan”. 
 
Dari Hadis di atas yang dimaksudkan 
adalah barang yang dijual itu harus nampak, 
nyata, dan dapat diketahui nominal atau jumlah 
dari barangnya. Jadi barang barang yang sudah 
tidak ada lagi atau barang yang sulit untuk 
didapatkan kembali seperti barang tersebut 
digadaikan itu tidak sah.  
(5) Mengetahui  
Maksudnya adalah barang yang 
menjadi objek di dalam perjanjian jual beli 
harus diketahui beratnya, jumlahnya, takaran, 
dan ukuran lainnya, karena jika timbul 
keraguan dari salah satu pihak maka jual beli 
tersebut tidaklah sah.  
(6) Barangnya ada di tangan atau dikuasai. 
Jadi sesuatu barang yang belum berada 
di tangan atau tidak berada alam kuasa penjual 
itu tidak diperbolehkan, karena bisa jadi barang 
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tersebut cacat dan tidak bisa diserahkan 
sebagaimana dengan perjanjian di awal. 
d. Macam-Macam Jual beli  
Jual beli dalam Islam terbagi menjadi 3 (tiga) 
macam jual beli, yaitu: jual beli murâbaḥah, jual beli 
salam, dan jual beli istiṣnâʽ. Adapun penjelasan dari ketiga 
macam jual beli tersebut sebagai berikut:  
1) Jual Beli Murâbaḥah  
Murâbaḥah berasal dari kata ribḥ, yang berarti 
perolehan, keuntungan, atau tambahan. Pelaksanaan 
jual beli dengan akad murâbaḥah, penjual harus 
mengungkapkan biayanya pada saat akad terjadi serta 
penetapan marjin keuntungan yang disetujui. Baiʽ al-
Murâbaḥah adalah menjual barang dengan harga yang 




Murâbaḥah adalah jual beli barang pada harga 
asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. 
Dalam istilah teknis perbankan syariah, murâbaḥah ini 
diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati 
antara bank syariah dan nasabah, di mana bank 
menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku 
atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, 
yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga 
                                                             
1 Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, 2015, “Akad Jual 
Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”, Jurnal Al-
‘Adalah, Vol 12, No. 2, h. 787. 
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Adapun syarat jual beli murâbaḥah:  
a) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.  
b) Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang 
ditetapkan.  
c) Kontrak harus bebas riba. 
d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila 
terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.  
e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang 
berkaitan dengan pembelian, misalnya jika 
pembelian dilakukan secara utang. 
f) Secara prinsip, jika syarat dalam (a) (b) atau (e) 
tidak terpenuhi, pembeli memiliki pilihan: 
(1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.  
(2) Kembali kepada penjual dan menyatakan 
ketidaksetujuan atas barang yang dijual. 
(3) Membatalkan kontrak.2 
Jual beli al-Murâbaḥah di atas hanya untuk 
produk barang atau produk yang telah dimiliki oleh 
penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak, bila 
produk tersebut tidak memiliki penjual maka sistem 
yang digunakan adalah murâbaḥah kepada pemesan 
pembelian (murâbaḥah KPP). Dinamakan demikian 
karena penjual semata-mata mengadakan barang-
                                                             
1 Sudarto, Ilmu Fikih (Yogyakarta: Deep Publish, 2018), h. 279. 
2 M. Ali Hasan, Hukum Ekonomi Syariah..., h. 117. 
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2) Jual Beli Salam  
Jual beli salam adalah jual beli yang dilakukan 
dengan sistem pembayaran tunai akan tetapi barang 
yang menjadi objek jual beli itu sendiri di tangguhkan. 
Menurut Sayyid Sabiq, salam disebut juga salaf 
(pendahuluan), yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria 




Di dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang 
menjadi dasar hukum jual beli  salam Allah berfirman:  
ا َّ حُّ
َ
ٌَ ٱ َيَٰٓأ ِي َصّّمٗ فَ  َّلذ َجٖن يُّ
َ
ٌٍ إََِلَٰٓ أ َُْٓاْ إَِذا حََدايَنُخى ةَِديۡ ْهُ  ٱَءاَي   ۡكُخُت
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
berhutang (bermuamalat tidak secara tunai) untuk 
waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya” (Q.S al-Baqarah (2): 282).  
3) Jual Beli Istiṣnâʽ 
Jual beli istiṣnâʽ adalah jul beli dengan sistem 
pesanan yang mana artinya meminta orang lain yang 
berbakat di bidangnya membuatkan sesuatu untuknya.  
Dasar hukum jual beli istiṣnâʽ ada di dalam 
Alquran surat al-Baqarah ayat 282 sebagaimana yang 
telah dijelaskan di atas.  
                                                             
1 Ibid. 
2 Ibid, h. 118. 
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Dalam kaitan ayat tersebut, Ibn „Abbas 
menjelaskan keterkaitan ayat tersebut tentang transaksi 
jual beli salam. Hal ini tampak jelas dari ungkapan 
beliau, “Saya bersaksi bahwa salaf (salam) yang 
dijamin untuk jangga waktu tertentu telah dihalalkan 
oleh Allah swt pada kitabnya dan di izinkannya.” Ia 
lalu membaca ayat tersebut di atas.
1
 
e. Jual Beli yang Dilarang. 
Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam 
Islam sangatlah banyak, maka dituliskan di dalam buku 
Rachmat Syafe‟i yang berjudul Fiqih Muamalah, Wahbah 
al-Zuhali meringkasnya sebagai berikut:  
1) Terlarang Sebab Ahliyyah (Ahli Akad)  
Ulama telah sepakat bahwa jual-beli 
dikategorikan sahih apabila dilakukan oleh orang yang 
bâligh, berakal, dapat memilih, dan mampu bertaṣarruf 
secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak 
sah jual-belinya adalah berikut ini:
2
 
a) Jual beli orang gila  
Ulama fikih sepakat bahwa jual-beli orang 
yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti 
orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.  
b) Jual beli anak kecil  
Ulama fikih sepakat bahwa jual beli anak 
kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, 
kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau 
                                                             
1 Sudarto, h. 285. 
2 Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah..., h. 93. 
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sepele. Menurut ulama Syâfiʽiyyah, jual beli anak 
mumayyiz yang belum bâligh, tidak sah sebab tidak 
ada ahliyyah.  
Adapun menurut ulama Mâlikiyyah, 
Ḥanafiyyah, dan Ḥanâbilah, jual beli anak kecil 
dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka antara 
lain beralasan, salah satu cara untuk melatih 
kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan 
untuk jual beli, juga pengamalan atas firman Allah 
swt dalam surat al-Nisâ‟ ayat 6 yang berbunyi:  
ْ ٱوَ  َٰٓ إَِذا ةَوَُغْاْ  ۡلََتَّٰمٰ ٱ ۡبَخوُْا ۡى رُۡشٗدا  نلَِّكحَ ٱَحتذ ُّ َۡ فَإِۡن َءانَۡصُخى ّيِ
ْ ٱفَ  ْٓا ۡىه  ۡدَفُػ ُّ َ ۡيَوٰل
َ
ِّۡى أ   ٦ ...إَِلۡ
“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup 
umur untuk kawin. kemudian jika menurut 
pendapatmu mereka telah cerdas (pandai 
memelihara harta), Maka serahkanlah kepada 
mereka harta-hartanya” (Q.S al-Nisâ‟ (4): 6).   
 
c) Jual beli orang buta  
Jual beli orang buta dikategorikan sahih 
menurut mayoritas ulama jika barang yang dibelinya 
diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun 
menurut ulama Syâfiʽiyyah, jual beli orang buta itu 
tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang 
yang jelek dan yang baik.  
d) Jual beli terpaksa  
Menurut ulama Ḥanafiyyah, hukum jual-beli 
orang terpaksa seperti jual beli fuḍûl (jual beli tanpa 
seizing pemiliknya), yakni ditangguhkan (mauqûf). 
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Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai 
rela (hilang, terpaksa). Menurut ulama Mâlikiyyah, 
tidak lazim, baginya ada khiyâr. Adapun menurut 
ulama Syâfiʽiyyah dan Ḥanâbilah, jual beli tersebut 
tidak sah sebab tidak ada keridaan ketika akad.  
e) Jual beli fuḍûl 
Jual beli fuḍûl adalah jual beli milik orang 
tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Ḥanafiyyah 
dan Mâlikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada 
izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanâbilah dan 
Syâfiʽyyah, jual beli fuḍul tidak sah.  
f) Jual beli orang yang terlarang  
Maksud terhalang di sini adalah terhalang 
karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli 
orang yang bodoh yang suka menghamburkan 
hartanya, menurut pendapat ulama Mâlikiyyah, 
Hanafiyyah dan pendapat paling ṣaḥîḥ di kalangan 
Ḥanâbilah, harus ditangguhkan. Adapun menurut 
ulama Syâfiʽiyyah, jual beli tersebut tidak sah sebab 
tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat 
dipegang.  
Begitu pula ditangguhkan jual beli orang 
yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan 
hukum, menurut ulama Mâlikiyyah dan Ḥanafiyyah, 
sedangkan menurut ulama Syâfiʽiyyah dan 
Ḥanâbilah, jual beli tersebut tidak sah.  
Menurut mayoritas selain Mâlikiyyah, jual 
beli orang sakit parah yang sudah mendekati mati 
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hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya (tirkah), 
dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut 
ditangguhkan kepada izin ahli warisnya. Menurut 
ulama Mâlikiyyah, sepertiga dari hartanya hanya 
dibolehkan pada harta yang tidak bergerak, seperti 
rumah, tanah, dan lain-lain.  
g) Jual beli malja’ 
Jual beli malja’ adalah jual beli orang yang 
sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari 
perbuatan zalim. Jual beli tersebut fâsid menurut 
ulama Ḥanafiyyah dan batal menurut ulama 
Ḥanâbilah.  
2) Terlarang Sebab Ṣîghah.  
Ulama fikih telah sepakat atas sahnya jual beli 
yang didasarkan pada keridaan di antara pihak yang 
melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan 
kabul, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh 
suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi 
ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual 
beli tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para 
ulama adalah berikut ini: 
a) Jual beli muʽâṭah  
Jual beli muʽâṭah adalah jual beli yang telah 
disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan 
barang maupun harganya, tetapi tidak memeakai 
ijab dan kabul. Mayoritas ulama menyatakan ṣaḥîḥ 
apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula 
dibolehkan ijab dan kabul dengan isyarat, perbuatan, 
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atau cara cara lain yang menunjukkan keridaan. 
Memberikan barang dan menerima uang dipandang 
sebagai ṣighâh dengan perbuatan atau isyarat.  
Adapun ulama Syâfi‟iyyah berpendapat 
bahwa dalam kaitannya dengan akad jual beli, yang 
menjadi prinsip dasar jual beli adalah ungkapan 
(lafaẓ) dan makna makna yang ada di dalam jiwa 
akad yang tidak berwujud kecuali dengan ungkapan 
yang mengukuhkan apa yang ada di dalam hati. 
Karena prinsip dasar dalam akad adalah ada saling 
meridhai, sebagaimana firman Allah dalam surat al-
Nisâ‟ ayat 29, yang telah dibahas dalam dalil hukum 
jual beli di atas. Berdasarkan prinsip ini, menurut 
ulama Ẓâhiriyyah tidak sah praktik akad jual beli 
muʽâṭah.1  
Dalam mengomentari kedudukan jual beli 
muʽâṭah, Ibnu Suraij mengemukakan sebuah kaidah 
yang dikutip di dalam buku Enang Hidayat yang 
berjudul Fiqih Jual Beli sebagai berikut: “Setiap jual 
beli yang diakui oleh adat (kebiasaan) bisa 
dilakukan dengan cara muʽâṭah dan masyarakat 
memandang bahwa hal itu termasuk jual beli, maka 
praktik tersebut disebut jual beli. Adapun jual beli 
yang tidak diakui adat (kebiasaan) edengan cara 
                                                             




muʽâṭah seperti jual beli binatang dan arak, maka 
tidak termasuk jual beli.
1
 
b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan  
Disepakati keṣaḥîḥan ulama fikih bahwa 
jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. 
Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan 
dari ‘âqid pertama kepada ‘âqid kedua. Jika kabul 
melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, 
seperti surat tidak sampai ketangan yang dimaksud.  
c) Jual beli isyarat atau tulisan  
Disepakati keṣaḥîḥan akad dengan isyarat 
atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama 
dengan ucapan. Selain itu isyarat juga, menunjukkan 
apa yang ada dalam hati ‘âqid. Apabila isyarat tidak 
dapat diapahami dan tulisannya jelek (tidak dapat 
dibaca), akad tidak sah.  
d) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad 
Ulama fikih sepakat bahwa jual beli atas 
barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah 




e) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul 
Hal ini dipandang tidak sah menurut 
kesepakatan ulama. Tetapi, akan lebih baik, seperti 
meninggikan harga, menurut ulama Ḥanafiyyah 
                                                             
1 Ibid. 
2 Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah..., h. 96. 
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membolehkannya, sedangkan ulama Syâfiʽiyyah 
menganggapnya tidak sah.  
f) Jual beli munjiz  
Jual beli munjiz adalah yang dikaitkan 
dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu 
yang akan datang. Jual beli ini, dipandang fâsid 
menurut ulama Ḥanafiyyah, dan batal menurut 
mayoritas ulama.  
g) Jual beli najasyî  
Contoh dari najasyî apabila seseorang (A) 
sedang melakukan tawar menawar harga barang 
dengan penjual (B), lalu datang  (C) kepada penjual 
(B) dan berkata: “saya bisa beri harga yang lebih 
tinggi daripada tawaran sebelumnya”. Jual beli ini 
dilarang oleh Islam karena dapat menimbulkan 
keterpaksaan atau bukan kehendak sendiri. Hal ini 
sesuai dengan hadits Rasûlullah saw: 
ثٌََا َعْبذُ  ثٌََا ًَافِع  َعْي  َحذه ثٌََا َهالِك  َحذه  يِ ابْ َّللاِ ْبِي ُهْسلََوتَ َحذه
 نَ له سَ َّ  َِ ٍْ لَ عَ  ى َّللاُ له صَ  ً  بِ الٌه ً َِ ًَ  الَ ا قَ وَ ُِ ٌْ عَ  َّللاُ  ًَ ضِ رَ  زَ وَ عُ 
 1(يارِ خَ بُ الْ  اٍُ َّ رَ ) شِ جَ الٌه  يِ عَ 
“Diceritakan Abdullah bin Muslamah, diceritakan 
Mâlik dari Nâfi‟ bin „Umar ra. berkata bahwa 







                                                             
1 Muhammad bin „Isma‟il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz III, No. 2142, 
...., h. 69. 
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3) Terlarang Sebab Maʽqûd ‘Alaih (Objek Jual Beli)  
a) Jual beli Garar  
Garar secara harfiah adalah resiko, 
sementara dalam istilah bisnis adalah menjalankan 
suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan 
cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang 
resikonya berlebihan, atau dalam kata lain, bahwa 
dalam setiap transaksi, akibat keabaian atau lalai 
dalam menetapkan point-point perjanjian penting 
yang berhubungan dengan pertimbangan atau 
ukuran objek, para pihak penanggung resiko yang 
sebenarnya tidak perlu terjadi pada mereka.
1
 Hal ini 
disebabkan karena adanya keragu-raguan antara 




Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw:  
ٌَْزةَ عَ  َُز  ًْ  ى َّللاُ له صَ  ً  بِ ً الٌه َِ ًَ  الَ قَ  َُ ٌْ عَ  َّللاُ  ًَ ضِ رَ  ْي أَبِ
ٍْعِ اْلَغَزِر  يِ عَ  نَ له سَ َّ  َِ ٍْ لَ عَ  َعْي بَ َّ ٍْعِ الُحَصاِة  اٍُ اْبُي )بَ َّ َر
 (َهاَجت
“Dari Abu Hurairah. Ia berkata : Rasulullah saw 
melarang jual beli dengan lemparan batu dan larang 
jual beli garar. (H.R. Ibnu Mâjah).3  
                                                             
1 Abdul Qodir Zaelani, 2009, “Bunga Bank dalam Perspektif Sisio-
Ekonomi dan Ushul Fiqh (Studi atas Pemikiran M. Umer Chapra)” Jurnal Asas, 
Vol. 4, No. 2, h. 8. 
2 Enang Hidayat, Transaksi Hukum Ekonomi..., h. 102. 




Para ulama membagi garar kepada tiga 
macam berikut ini:  
(1) Al-Garar al-Yasîr, yaitu ketidaktahuan yang 
sedikit yang tidak menyebabkan perselisihan di 
antara kedua belah pihak dan keberadaannya 
dimaafkan, karena tidak merusak akad.  
(2) Al-Garar al-Kaṡîr/al-Fâḥisyah, yaitu 
ketidaktahuannya yang banyak sehingga 
menyebabkan perselisihan di antara kedua 
belah pihak dan keberadaanya tidak dimaafkan 
dalam akad, karena menyebabkan akad menjadi 
batal. 
(3) Al-Garar al-Mutawassiṭ yaitu garar yang 
keberadaannya diperselisihkan oleh para ulama, 
apakah termasuk ke dalam al-garar al-yasîr 
atau al-garar al-kaṡîr/al-fâḥisyah dan berada di 
atas al-garar al-yasîr. Contohnya: jual beli 
sesuatu tanpa menyebutkan harganya, jual beli 
barang hasil gaṣab, jual beli buah sebelum 




b) Jual beli buah-buahan sebelum tampak baiknya  
Hukum Islam telah melarang jual beli 
seperti ini, dikarenakan jual beli buah-buahan yang 
belum tampak baiknya merupakan salah satu dari 
beberapa macam jual beli yang diharamkan karena 
garar.  
                                                             
1 Ibid, h. 103. 
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Adapun dalil yang berhubungan dengan 
keharaman dari jual beli buah buahan yang belum 
tampak baiknya adalah:  
 اعَ بَ تُ  ىْ أَ  نَ له سَ َّ  َِ ٍْ لَ عَ  ى َّللاُ له صَ  ً  بِ ً الٌه َِ ًَ  الَ اس قَ به عَ  يِ ابْ  يْ عَ 
 عٍ زْ ً ضَ فِ  ي  بَ لَ  الَ َّ   زٍ ِْ ى ظَ لَ عَ  ف  ْ صُ  الَ َّ  نُ عَ طْ ى تُ ته حَ  ة  زَ وَ ثَ 
اٍُ الطهْبَزاًًِ) َّ  (َر
Artinya: “Dari Ibnu „Abbas. Ia berkata: Rasulullah 
saw melarang menjual buah hingga nyata 
bisa dimakan, dan tidak boleh dijual bulu 
yang masih di badan (binatang) dan susu 
yang di dalam tetek.” (HR. Thabrani)  
Di dalam buku Enang Hidayat Fiqih Jual 
Beli, al-Mawardi (sebagaimana dikutip „Ali bin 
„Abbas al-Hukmi) menyebutkan ciri-ciri buah 
tersebut sudah jelas baik atau manfaatnya (budwi al-
ṣalâḥ) kepada hal hal sebagai berikut: 
(1) Buah itu warnanya baik seperti buah kurma, 
anggur.  
(2) Buah itu manis rasanya seperti buah tebu. Atau 
buah tersebut rasanya masam seperti delima.  
(3) Buah itu telah matang seperti buah tin dan 
semangka.  
(4) Buah itu sudah mengeras seperti buah gandum.  
(5) Buah itu sudah tinggi seperti makanan hewan 
(rumput) dan tanaman sayur-sayuran.  
(6) Buah itu sudah besar seperti buah mentimun.  
(7) Buah itu sudah pecah seperti kapas.  
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Mayoritas ulama yang terdiri dari 
Mâlikiyyah, Syâfiʽiyyah, dan Ḥanâbilah 
berpandangan bahwa menjual buah buahan sebelum 
tampak baiknya (belum masak) hukumnya batal, 
sedangkan menurut ulama Ḥanafiyyah hukumnya 
fâsid.2 
 
f. Etika dalam Jual Beli 
Rasulullah saw telah menganjurkan untuk 
melakukan perniagaan, berdagang atau jual beli, 
Rasulullah saw  bersabda dalam sebuah Hadis: 
 ٌْ ٌِ َرافِعٍ  َخ ْ ُ َرِِض ا رِفَاَغَث ة  ا ّللذ
نذ انلذِِب َصَّلذ
َ





ِ  :َقاَل  ؟ُشئَِن أ ُن الرذُجِن بَِيِده ًَ ْورٍ  َخ  َوُُكُّ َبيٍْع َيْْبُ
اُر وَ ) ُُ اْْلَاِكىُ َرَواهُ اهََبذ َح  .(َصحذ
“Dari Rifa‟ah ibn Rafi‟ Rasulullah saw pernah ditanya 
seseorang tentang usaha apakah yang paling baik? Maka 
Rasulullah saw menjawab: perbuatan seseorang dengan 




Salah satu dari beberapa bagian penting jual beli 
dalam Islam adalah etika berbisnis atau etika berjual beli. 
Pengertian etika adalah a code or set of principles which 
people live (kaidah atau seperangkat prinsip yang 
                                                             
1 Ibid, h. 113. 
2 Ibid. 






 Etika sendiri di dalam kamus 
besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti ilmu tentang apa 
yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan 
kewajiban moral (akhlak).
2
 Dengan demikian, definisi 
moral dan etika itu berbeda. Norma merupakan suatu 
nilai mengenai baik dan buruk, sedangkan etika 
merupakan cerminan kritis dan penjelasan rasional 
mengapa suatu itu baik dan buruk. 
Di Indonesia sendiri pun permasalahan etika 
bisnis ini banyak yang mengabaikannya baik itu dari 
pebisnis menengah ke atas ataupun menengah ke bawah. 
Para pebisnis yang banyak mengabaikan etika dalam 
berbisnis karena hal tersebut dapat mempersempit ruang 
gerak mereka dalam mencari keuntungan ekonomis. 
Padahal, mencari keuntungan sebesar-besarnya 
merupakan salah satu prinsip dari ekonomi. 
Sistem ekonomi Islam sendiri berangkat dari 
kesadaran etika, sedangkan sistem ekonomi lain seperti 
kapitalisme dan sosialisme cenderung mengabaikan etika 
sehingga aspek nilai tidak terlalu tampak dalam bangunan 
kedua sistem ekonomi tersebut. Ekonomi kapitalis 
berangkat dari kepentingan diri sendiri sedangkan sosialis 
dari kepentingan kolektif. 
Islam sendiri telah memperingatkan tentang tata 
cara berbisnis yang baik atau beretika, salah satunya pada 
                                                             
1 Veithzal Rivai, et. al. Islamic Business and Economic Ethics (Jakarta: PT 
Bumi Aksara, 2012) h. 32. 








ٌَ ٱ َيَٰٓأ ِي ِ  َّلذ ََُلى ة ۡيَوٰهَُلى ةَيۡ
َ
ْ أ ْٓا ُكوُ
ۡ
ْ ََل حَأ َُْا ن  هَۡبِٰطنِ ٱَءاَي
َ
ٓ أ إَِلذ
ٍُفَصُلۡى  إِنذ 
َ
ْ أ ْٓا َ ٱحَُلَْن حَِجَٰرةً َغٌ حََراٖض ّيَُِلۡى  َوََل َتۡقُخوُ ََكَن  ّللذ
ا  ًٗ   ٢٩ةُِلۡى رَِحي
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan 
suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu.” (Q.S. Al-Nisâ‟ (4): 29). 
 
Bagi kita orang awam yang tidak terlalu mengerti 
tafsir Alquran sendiri pun sudah bisa memaknai apa 
maksud dari kata batil dalam surat al-Nisâ‟ ayat 29 
tersebut di atas. Di dalam kamus bahasa Indonesia sendiri 
kata batil berarti sia-sia atau tidak benar, dari sini kita 
bisa menyimpulkan sendiri bahwasanya Allah swt 
melarang kita untuk melakukan bisnis dengan cara yang 
tidak benar yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam. 
Rasulullah saw sangat banyak memberikan 




Pertama, bahwa prinsip esensial dalam bisnis 
adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran 
merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. 
Rasulullah saw sangat intens menganjurkan kejujuran 
dalam aktivitas bisnis. Rasulullah saw sendiri bersikap 
                                                             
1 Veithzal Rivai, Islamic Businees, h. 86. 
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jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang 
meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang 
baru di bagian atas. 
Kedua, kesadaran tentang arti sosial kegiatan 
bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar 
mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana 
yang diajarkan oleh bapak ekonomi kapitalis, Adam 
Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap taʽâwun 
(menolong orang lain) sebagaimana implikasi sosial 
kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis, bukan mencari 
untung materiil semata, tetapi disadari kesadaran 
memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual 
barang. 
Ketiga, tidak melakukan sumpah palsu, Nabi 
Muhammad saw sangat intens melarang para pelaku 
bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan 
transaksi bisnis. Praktik sumpah palsu dalam kegiatan 
bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan 
pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli 
atau pemasaran. Namun, harus disadari, bahwa meskipun 
keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya 
tidak berkah. 
Keempat, ramah-tamah. Seorang pelaku bisnis, 
harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis. 
Kelima, tidak boleh berpura-pura menawar harga 




ثٌََا َعْبذُ  ثٌََا ًَافِع  َعْي  َحذه ثٌََا َهالِك  َحذه  زَ وَ عُ  يِ ابْ َّللاِ ْبِي ُهْسلََوتَ َحذه
 شِ جَ الٌه  يِ عَ  نَ له سَ َّ  َِ ٍْ لَ عَ  ى َّللاُ له صَ  ً  بِ الٌه  ىَِ ًَ  الَ ا قَ وَ ُِ ٌْ عَ  َّللاُ  ًَ ضِ رَ 
 1(يارِ خَ بُ الْ  اٍُ َّ رَ )
“Diceritakan Abdullah bin Muslamah, diceritakan Malik 
dari Nafi‟ bin „Umar ra. berkata bahwa “Rasulullah saw, 
telah melarang jual beli najasyî.” (H.R. Bukhari). 
Keenam, tidak boleh menjelekkan bisnis orang 
lain, agar orang membeli kepadanya. 
Ketujuh, tidak melakukan iḥtikâr. Iḥtikâr ialah 
(menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, 
dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan 
keuntungan besar pun diperoleh). 
Kedelapan, takaran, ukuran, dan timbangan yang 
benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan 
tepat harus benar benar diutamakan. Firman Allah swt 
dalam surat Al-Muṭaffifîn ayat 1-3 yang berbunyi: 
َطّفِفَِي  َوۡينٞ  ًُ ٌَ ٱ  ١هِّوۡ ِي ْ ٱإَِذا  َّلذ ْۡفَُْن  نلذاِس ٱََعَ  ۡكَخالُْا ِإَوَذا   ٢يَۡصَخ
وَن  ۡى ُُيِِۡسُ ُِ َزٍُْ و وذ
َ
ۡى أ ُِ   ٣ََكلُْ
“1, Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. 2, 
(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari 
orang lain mereka minta dipenuhi. 3, dan apabila mereka 
menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka 
mengurangi” (Q.S al-Muṭaffifîn (83): 1-3). 
                                                             
1 Muhammad bin „Isma‟il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz III, No. 2142, 




Kesembilan, bisnis tidak boleh mengganggu 
kegiatan ibadah kepada Allah swt. Firman Allah swt 
dalam al-Nûr ayat 37 yang berbunyi: 
ٞ َوََل َبۡيٌع َغٌ ذِۡلرِ  رَِجالٞ  ِّۡى حَِجَٰرة ِّي
ِ ٱَلذ حُوۡ ْٰةِ ٱِإَوقَاِم  ّللذ وَ ِإَويَخآءِ  لصذ
ْٰةِ ٱ َل ْۡٗيا َتَخَقوذُب فِيُِ  لزذ ةَۡصٰرُ ٱوَ  هُۡقوُُْب ٱَُيَافَُْن يَ
َ
  ٣٧ أۡل
“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan 
tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan 
(dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan 
zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) 
hati dan penglihatan menjadi goncang” (Q.S al-Nûr (24): 
37). 
 
Kesepuluh, membayar upah sebelum kering 
keringat karyawan. Pembayaran upah harus sesuai 
dengan kerja yang dilakukan. 
 
Kesepuluh, tidak boleh melakukan bisnis dalam 
kondisi bahaya (maḍarrât) yang dapat merugikan dan 
merusak kehidupan individu dan sosial. Misalnya, 
larangan melakukan bisnis senjata disaat terjadi chaos 
(kekacauan) politik. Tidak boleh menjual barang halal, 
seperti anggur kepada produsen minuman keras, karena 
diduga keras, karena dapat mengolahnya menjadi miras. 
Semua bentuk bisnis tersebut dilarang Islam karena dapat 
merusak esensi hubungan sosial yang justru harus dijaga 
dan diperhatikan secara cermat. 
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Kesebelas, komoditi bisnis yang dijual adalah 
barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram 
seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dan 
sebagainya. 
Kedua belas, bisnis dilakukan dengan suka rela, 
tanpa adanya paksaan. Sesuai dengan firman Allah swt. 
Dalam surat al-Nisâ‟ ayat 29. 
Ketiga belas, segera melunasi kredit yang 
menjadi kewajibannya. Rasulullah saw memuji seseorang 
muslim yang memiliki perhatian serius dalam pelunasan 
utangnya. 
Keempat belas, memberi tanggang waktu apabila 
penghutang (kreditur) belum mampu membayar. 
Kelima belas, bahwa bisnis yang dilaksanakan 
bersih dari unsur riba. Firman Allah swt dalam surah al-
Baqarah ayat 278: 
ا َّ حُّ
َ
ٌَ ٱ َيَٰٓأ ِي َُْاْ  َّلذ ْ ٱَءاَي َ ٱ تذُقْا ٌَ  ّللذ ْ ٱَوَذُرواْ َيا ةَِِقَ ِي ا َْٰٓ ۡؤِيََِي  لّرَِب  ٢٧٨إِن ُلَخُى يُّ
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 
dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu 
orang-orang yang beriman” (Q.S al-Baqarah (2): 278). 
 
Jika menelusuri sejarah dalam agama Islam 
tampak pandangan positif terhadap perdagangan dan 
kegiatan ekonomis. Nabi Muhammad saw adalah seorang 
pedagang, dan agama Islam disebarluaskan terutama 
melalu para pedagang muslim. Dalam Alquran terdapat 
peringatan terhadap penyalahgunaan kekayaan, tetapi 
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tidak dilarang mencari kekayaan dengan cara halal. 
Dengan demikian, pelaku dan pemakan riba dinilai Allah 
swt Sebagai orang yang kesetanan, sebagaimana firman 
Allah swt. Dalam surah al-Baqarah ayat 275: 
ٌَ ٱ ِي ُكوَُْن  َّلذ
ۡ
ْ ٱيَأ ا ْٰ ا َحُقُْم  لّرِبَ ًَ ِيٱََل َحُقُْمَْن إَِلذ َل ُُ  َّلذ َحَخَختذُط
ٌُ ٱ ۡيَطٰ ٌَ  لشذ ًَّسِ  ٱِي
ۡ   ٢٧٥ ...ل
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 
kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila...” 




Sebagai makhluk sosial yang telah diciptakan 
Allah swt. Untuk hidup bermasyarakat yang awal mula 
diciptakannya lelaki dan perempuan, kemudian bersuku-
suku dan berbangsa-bangsa supaya bisa saling terhubung 
dan mengenal di antara mereka. Kemudian untuk 
memenuhi kebutuhan hidup dalam bermasyarakat, Allah 
swt memberi kita naluri untuk saling tolong menolong. Di 
dalam buku Enang Hidayat yang berjudul Fiqih Jual Beli, 
beliau mengutip perkataan Abdul Sami‟ Ahmad Imam, 
Seandainya tidak disyariatkan sebuah jalan yang adil untuk 
memenuhi kebutuhan mereka tentunya akan menimbulkan 
kemudaratan dan kerusakan bagi kehidupan merekaa 
terutama orang yang lemah. Untuk menjembatani hal 
                                                             
1 Ibid.  
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Memberikan kelonggaran kepada manusia dalam 
memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan tujuan dari 
pensyariatan jual beli itu sendiri. Karena apa-apa yang ada 
di tangan sesamanya itu terhubung dalam hal kebutuhan 
manusia itu sendiri. 
Salah satu syariat Islam demi terpenuhinya 
kebutuhan hidup sehari-hari adalah dengan cara suka sama 
sukan di antara penjual dan pembeli. Dengan demikian 
seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain dengan 
cara memaksa. Maka dari pada iitu akan terdapat hikmah 
dan rahmat Allah swt dalam melakukan pensyariatan jual 
beli itu. Sebagaimana firmannya berikut ini: 
فَُحۡلىَ 
َ
ِّوِيذثِ ٱ أ َجٰ
ٌَ  هۡ ٌُ ِي ۡحَص
َ
ٌۡ أ ِ ٱَحتُۡغَْن  َوَي ََُْن  ّللذ ِ ْق ٖم يُ ْۡ ا هَِّق ًٗ   ٥٠ُحۡم
Artinya: “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka 
kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih 
baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang 









                                                             
1 Enang Hidayat, Transaksi Hukum Ekonomi..., h. 15. 
2 Mushaf Ash-Shahib, Al-Qur’an dan Terjemahannya..., h. 116. 
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B. Kajian Teori 
Sejumlah penelitian dengan bahasan tentang Hukum 
Ekonomi Syari‟ah telah dikaji dan dibahas, baik mengkaji secara 
spesifik topik tersebut ataupun yang mengkajinya secara umum 
yang sejalan dan searah dengan pembahasan ini. Berikut ini 
adalah tinjauan umum atas sebagian karya-karya tersebut:  
1. Nurul Fadhilah dalam skripsinya yang berjudul “Jual Beli 
Perhiasan Emas dengan Cara Tukar Tambah di Toko Emas 
Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Komparatif 
Empat Mazhab)”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa 
penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan data 
primer dan skunder yang dilakukan dengan teknik observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Dan dengan kesimpulan analisa 
bahwa praktik tersebut tidak diperbolehkan karena termasuk 
kategori riba faḍl yaitu pertukaran suatu barang dengan 
barang sejenis dengan jumlah atau nilai yang berbeda.  
2. Ria Yurisca Suhada dalam skripsinya yang berjudul “Hukum 
Jual Beli Emas Lama dengan Emas Baru dengan Selisih 
Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Toko Emas 
di Pasar Bandar Jaya). Dalam skripsi tersebut dijelaskan 
bahwa penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field 
research) dengan mempelajari secara intensif tentang latar 
belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, 
individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Dan dengan 
kesimpulan bahwa praktik tersebut tidak diperbolehkan 
dikarenakan hal tersebut termasuk dalam kategori jual beli 
dalam satu transaksi. 
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3. Yuyun Anggraini dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Pada Sistem 
Tabungan Emas Pegadaian Syari‟ah Cabang Cakranegara 
Mataram”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa penulis 
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis 
penelitian lapangan (field research). Dan dengan hasil analisis 
bahwa praktik tersebut lebih mengedepankan prinsip sosial 
dibanding prinsip fikih. Dan dalam hal tersebut terdapat dua 
pendapat, yang pertama tidak diperbolehkan dikarenakan 
dapat menyebabkan riba dan pendapat kedua diperbolehkan 
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